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 MENATA KEMBALI MASA DEPAN
_PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL™:
~Prof. Dr. Ramli Atmasasmita, S.H., LL.M.

Pembangunan hukum nasional secara implisit mencerminkan bahwa

sampa i saat ini di Indonesia masih terjadi proses perubahan sosial menuju

ke arah modernisasi yang dikernas dalam proses legislasi yang teratur ddn:.
. berkesmambungan dengan memasukkan aspek sosio-kuliural yang,

mendukung arah parubahan dimaksuad.

menempatkan peranan hukum sebagai sarana pembauran masyarakat,
belum mengalami perubahan, dan bahkan belum pernah diuji kembali
_keberhasilannya. Hal ini merupakan salah satu tugas utama yang mendesak
(sense of wrgency) yang harus dilaksanakan oleh pemerintah {Departemen
Kehakiman), terlebih dengan cepatnya perubahan sistem politik® dan
sistern ketatanegaraan® yang telah terjadi sejak masa reformasi.

Telah terjadi perubahan paradigma dalam kehidupan politik dan
ketatanegaraan di Indonesia yaitu dari sistem otoritarian kepada sistem
demokrasi, dan dari sistem sentralistik kepada sistem otonomi. Perubahan
paradigma tersebut sudah tentu berdampak terhadap sistem hukum yang
dianut selama ini menitikberatkan kepada produk-produk hukum yan_g
febih banyak berpthak kepada kepentingan penguasa daripada kepentingah
rakyat, dan produk hukum yang lebih mengedepankan dominasi kepentingan
pemerintah pusat daripada kepentingan pemerintah daerah. '

Di’ samping perubahan paradigima tersebut juga selayaknyva cendek;awan
hukum dan praktisi hukum ikut mengamati fenomena-fenomena yang
terjadi 'di dalam percaturan politik dan kehidupan ketatanegaraan di
Indonesia karena terhadap bagian ini kita sering “alergi” dan mengabai-
kannya. -Sedangkan kehidupan perubahan sistem politik dan sistem
ketatanegaraan berdampak mendasar terhadap perkembangan sistem hukum.

1. Ceramah &epala BPHN Mewakiti Menkeh & HAM RI. Dihadapan Peserta Sespatt Poln Angkatan
IV TP 2003,

2. Perubshan sistem politik sehubungan dengan berlalunya undang-undang tentang partat polink dan
UU 1entang pemils dan beberapa perubahan dalam RUU partai polwik dan RUU pemily yang
akan datang.

3. Perubahan sistem ketatanegaraan sehubungan dengan adanya 4 (empaty perubahan UUD 1945
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Pﬂosofi yang dianut dalam pembangunan hukum nasional seldma“.
kumng lebih 30 (tiga puluh) tahun yaitu konsep hukum pembangunan yang
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in _.-Fenomena yang'f'__ aya maksud ialah pertana ke

A1 rdampak terhacap” sistem -
: pre nsiil yang selama diaﬁui da. am YU 1945.. E{cuenderung an
' ini udah terjadl ‘datam kabmet Gotong Royong di ‘bawah Presiden
e Megawan yaam ‘dengan’ sastem Eoalisi. Feﬂome:na ketiga, kecenderungan’ )
o pen 'han (buk«m pemhedaan) secam. tegas; (sepamtm bukan dlfferen-,-.
1) antara eksekuui 1eglslaui cia.n }udxicaui .sangat. berpengf
thdap. law makmg process (LMP} dan Hlaw. enfercement pro_ceqs
-keempat masuknya__ pengamh pengaruh Lembao

pro - ) : S
. 'rmtahkan kepada E’res;den unmk mciaksan&kan pembemntasan KKN o
':dan menuptakdn pemennmhan yanc bersih dan berwibawa, scmaﬁmn{_
' 'menambah beban pemeﬁnmh yang udak I{eu} di ‘masa kini dzm m: a
ndatang _Kehma fenomena yang telah q&ya ‘uraikan di atas merupakdn-.-
o :_bahan kauaﬂ ntuk mengantmpasx kemungkman wuind’ sxstem hukumd: ;_1 -
sl nega}r;&n hukum di masa. yang di{dil ‘datang. Hal ini saya pandzmg-
2 sdngat pennng karena kﬂa sermg mengaianu ‘inertia” dalam mcnszantmp&s;_
_'perkembangan kehzdupan masyarakat hauk di ‘bidang politik, sosial, dan
-’-ekcnemz Gl \

_ Dai,ma awal urzuan %aya telah” menszemukakan temang adanya
"'_peru ahan s;stcm hukum yang mendasar Perubahin dimaksud® merupakan
o -konsekuensl Ioms atas perubahan sistem hukum sebagaimana telah :saya
LA 'uraxkan pada awal iuhsan ini, ‘Namun demikian tidaklah harus dtamkan
_"bahw.x pernbahan ‘sistem hukum tcrsebut, merupakan perubahan ya.ng
“bersifat serta’ merta, melainkan ‘harus ‘ada ‘persiapan yaitu penataan yarw
bersifat komprehensﬁ dan ticak parsxal sebagaimana halnya pernah terlada
Jdalam proses legislasi, yang telah dilaksanakan pemermtah se}ak era
':reforma& tahun 198{)—an :

_ Pambangunan hukum nasional masa reformasi saat ini sesungguhnya
e merupakan konsekuensi: ian;utan ‘masa transisi, dari.sistem pemenntahaﬂ
“tersebut di atas kepada sisiem demokrasi yang mengedepankan transparansi,
akuntabilitas dan hak asasi manusia dan membuka askes publik kepada
kinerja pemeriniahan. Di sisi lain, konsepsi hukum pembangunan pada
awal tahun 1970-an yang menitikberatkan kepada hukum sebagai sarana

4. Slslem hul_um dimaksud sdaleh substansi hukum, strukter hukum, budaya hukem, dan aparatur
Jakum, bandingkan dengan Friedmann, yang hanya memasukken tiga subsisiem periama ke dalam
pengertian sistern hukum tersebut. Subsisiem hukum keempat justru merapakan subsistemn. yang
bersifat strategis dalam menentukan efekiivitas penegakan hukum di Indonesia.
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dalam menjalankan TAP MPR RI Nomor XI/MPR RI/1999 dan TAP MPR
RI_;-.-Norﬁor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan
Pemberantasan dan Pencegahan KKN serta bagaimana melaksanakan
secara konsisten UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. '

i Dalam konteks perkembangan politik dan penegakan hukum di
Indonesia, masalah keempat menempati posisi yang sangat strategis dan
'ngen:gegtgkan keberhasilan pembangunan nasional karena dengan cara
sedemikian ia dapat mengisi kelemahan konsep hukum pembangunan yang
hanya menitikberatkan kepada “hukum sebagai sarana perubahan sosial™.
Pendekatan “beureucratic engineering” mengedepankan konsep “panutan”
iirau"‘kgpemixnpinan”_(ieadership) dengan harapan dapat ciiwujudk';i_ﬁ
secara bersamaan dan sekaligus dengan konsep perubahan dan pemberdayaan
masyarakat melalui hukum sebagai sarana pembaruan. Dengan demikian
fungsi hukum sebagai sarana pembaruan diharapkan sekaligus dapat
menciptakan harmonisasi antara elemen birokrast dan elemen dalam
masyarakat ke dalam satu wadah yang saya sebut, “beurencratic and social
engineering (BSE).

Konsep hukum dengan fungsi BSE harus diartikan. penvelenggara
birokrasi memberikan dan melaksanakan keteladanan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dan diharapkan masyarakat mematuhi dan mengikuti
langkah-langkah penyelenggara birokrasi tersebut. Konsep “Hukum
Pembangunan 1T (1980), sebagai revist atas konsep "Hukum Pembangunan
1 (1970)", hanya dapat dilaksanakan secara efektif pika penyelenggara
birokrasi telah memahami fungsi dan peranan serta posisi hukum
sebagaimana diuraikan di bawah in1.

1. Hukum dipandang bukan scbagai perangkat yang harus dipatuhi oleh
masyarakat saja melainkan juga harus dipandang sebagai sarana yang
harus dapat membatasi perilaku aparat penegak hukum dan pejabat
publik;

*

[

Hukum bukan hanya diakui sebagar ™ a tool of social engineering”
semata-mata akan tetapi juga harus diakui sebagai “a tool of social
and beureucratic engineering’’;

3. Kegunaan atan kemanfaatan hukum tidak lagi hanya dilihat dan
kacamata kepentingan pemegang kekuasaan melainkan harus juga
dikaji dari prospektif dan perspektif kepentingan “stakeholder™;

4. Fungsi hukum sebagai sarana pembaruan “sosital dan birokrasi” dalam
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dak da _dxiaksanakan Secara opt:mal hanya men%ﬁn&
pendekatan preventif -dan repres;f ‘semata-mata - me!dmkdn Jug
emerlukan pendekatan restorat;t- dan rehabmtatlf

TAgar _ungs;:dan: peranan hukum"3dapat dﬂa}\sandkdn
: :'_maka hukum tldak semata~mata dlpandal‘l“ sebaﬂa; wujud

--:_daiarn memehhara dan menoembdn tuoas SEbﬂUcH satu banusa ('Onc.'
"-'_-Natlon)_-yang men}unjunv tmg bupremasz hukum transp‘udn '
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